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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk aktivitas Golput oleh Front Pribumi dalam  pemilihan kepala daerah Kota 
Mojokerto tahun 2015 dan faktor yang memengaruhi Front Pribumi di Kota Mojokerto dalam menentang 
pemilihan kepala daerah Mojokerto tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di sekretariat Front 
Pribumi distrik Mojokerto. Subjek penelitian terdiri dari ketua Front Pribumi distrik Mojokerto, 
koordinator Front Pribumi distrik Mojokerto, dan 3 anggota Front Pribumi distrik Mojokerto. Adapun 
teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi  teknik. Hasil penelitian ini menghasilkan 
aktivitas Golput oleh Front Pribumi dalam Pilkada Kota Mojokerto tahun 2015 yaitu dilakukan ketika 
sebelum Pilkada, ketika Pilkada berlangsung, dan setelah Pilkada. Hal tersebut dilakukan dengan dalih 
menyebarkan ideologi mereka secara tidak langsung kepada masyarakat secara luas. Faktor yang 
memengaruhi Front Pribumi di Kota Mojokerto dalam menentang pemilihan kepala daerah Mojokerto 
tahun 2015 dikarenakan kekecewaan terhadap pemimpin sebelum-sebelumnya, ketidakpercayaan karena 
banyak calon yang ingkar terhadap janji-janji ketika kampanye, dan juga karena calon pemimpin yang 
bukan berasal dari pribumi. 
Kata kunci: Aktivitas golput , Pemilihan Kepala Daerah 
Abstract 
This research aims to interpret  activities of abstentions by   native front in regional head election of 
Mojokerto City in 2015 and factors that influence the native front in Mojokerto City in 2015. This 
research is descriptive research with qualitative approach. This research has been conducted in office of 
native front  in district of Mojokerto City.  Subject of the research is head of native front from district of 
Mojokerto City, coordinator of native front from district of Mojokerto City, and three members of native 
front from district of Mojokerto City. Data collection technique is by using interview and documentation. 
Data validity examination technique is by using source triangulation technique and technique triangulate. 
Result of the research is about activities of abstentions  by native front   in regional head election of 
Mojokerto City in 2015  which has been conducted before the election, during the election, and after the 
election. This was conducted  with excuse to spread their ideology indirectly to the people in general.  
Factors that influence  native front in Mojokerto City in opposing  regional head election of Mojokerto 
City  in 2015 is due to their disappointed to previous local leaders, distrust because  many candidates 
break their promises  when the campaign, and also because the candidate is not from the native.  
Keyword : Activities of abstentions, regional head election 
 
PENDAHULUAN 
Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan 
dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Di Indonesia, 
penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah 
berlangsung sejak awal kemerdekaan, akan tetapi proses 
demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum 
mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang 
akibat sistem politik yang otoriter. beberapa tahun lepas 
dari sistem otoritarian, penyelenggaraan pemilu 2004 
yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden 
secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan 
dan chaos menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini. 
Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji 
dengan momentum Pemilihan Kepala Daerah langsung 
yang telah berlangsung sejak tahun 2005. Pemilihan 
kepala daerah dan wakilnya secara langsung ini 
merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan 
kita akibat amandemen undang-undang 1945. Undang-
Undang baru ini pada dasarnya mengatur mengenai 
penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka 
melaksanakan kebijakan desentralisasi. 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia 
pertama kali diadakan di Kabupaten Kutai Kartanegara 
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pada 1 Juni 2005. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
yang telah 8 tahun berjalan di Indonesia menyimpan 
banyak persoalan. Disamping makin tajamnya konflik 
horisontal antar pendukung calon, juga makin rendahnya 
partisipasi masyarakat yang diindikasika oleh tingginya 
angka Golongan Putih (Golput). Secara sederhana 
Golongan Putih (Golput) adalah golongan yang secara 
sadar menyatakan dirinya untuk tidak memilih. 
Fenomena golongan putih (Golput) adalah bagian yang 
tak terpisahkan dari perjalanan penyelenggaran proses 
pemilihan umum di Indonesia.  
Pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislatif, pilpres 
ataupun pemilihan kepala daerah (pilkada) selalu 
diwarnai dengan munculnya golongan putih atau golput. 
Entah kenapa golongan yang satu ini selalu menjadi 
sosok yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Disebut 
mengkhawatirkan karena golongan ini dinilai sosok yang 
tidak mendukung pesta demokrasi yang sudah ada sejak 
dulu di negeri ini, dan jumlahnya cukup banyak bahkan 
menyamai dan melebihi dengan jumlah suara tertinggi 
dalam suatu pemilu atau pilkada. Angka Golongan Putih 
(Golput) atau voters turn out (VTO) apalagi jika melebihi 
dari jumlah suara pemenang, maka tentunya akan sulit 
untuk mengatakan bahwa kemenangan calon pemimpin 
adalah sudah merepresentasikan kemauan sebagian besar 
masyarakat. Lebih jauh lagi efek turunannya adalah sukar 
untuk membangun logika tentang dukungan maksimal 
dari masyarakat terhadap pemerintah yang akan datang. 
Sistem politik terdiri dari berbagai bentuk yang 
mempunyai ciri khas beserta dinamikanya tersendiri. 
Seperti halnya sistem demokrasi yang ada di beberapa 
negara di dunia mempunyai struktur dan nilai yang 
berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. 
Sistem demokrasi yang berada di negara maju seperti 
Amerika Serikat cenderung stabil dibandingkan dengan 
di Indonesia yang menganut sistem Demokrasi Pancasila 
mempunyai struktur yang lebih kompleks, labil dan aliran 
politik yang menandai dinamika kehidupan demokrasi itu 
sendiri. Hal tersebut apabila dikorelasikan dengan 
fenomena yang terjadi di Negara Indonesia ini sering 
mengalami kekacuan baik karena personal maupun dari 
teknis sehingga dari kasus tersebut banyak pula dari 
masyarakat mulai ragu dengan pemerintahan yang ada di 
Indonesia. 
 Kekacauan yang terjadi dalam sistem demokrasi 
sebagian mulai memunculkan rasa ketidak percayaan 
terhadap calon pemimpin yang kelak menjadi pemimpin. 
Masyarakat kurang percaya terhadap calon pemimpin 
kelak yang akan menjalankan sistem pemerintahan 
negara karena dianggap pemimpin negara sama saja 
dengan tidak berpihaknya kepada masyarakat secara 
merata. Rasa ketidakpercayaan masyarakat tersebut 
memunculkan adanya golongan putih atau golput, dimana 
masyarakat memang benar menggunakan hak suaranya 
secara demokratis tapi yang dilakukan bukan mencoblos 
salah satu tetapi mencoblos bagian atas kertas putih yang 
kosong tersebut. Pada saat pemilu masyarakat 
mempunyai hak untuk memilih calon pemimpin melalui 
prosedur yang sudah diterapkan, adanya kebebasan untuk 
memilih inilah dimanfaatkan sebagaian masyarakat yang 
tidak percaya terhadap calon pemimpin untuk memilih 
untuk tidak memilih. 
Seiring dari waktu ke waktu ketika pemerintahan 
orde baru yang dipimpin oleh Soeharto sampai saat ini 
semakin membuat masyarakat memilik kecenderungan 
untuk Golput karena pada realitas saat ini banyak sekali 
komunitas maupun organisasi yang mendoktrinasi 
masyarakat sekitar untuk Golput. Karena dianggap 
Golput adalah jalan terbaik dan satu-satunya membuat 
Indonesia lebih baik. Meskipun tidak ada angka pasti 
mengenai jumlah dan data orang yang memilih Golput 
tapi dengan melihat realitas langsung di lapangan masih 
banyak yang berideologi tersebut bahkan ada di Kota 
Mojokerto yang membentuk organisasi kemasyarakatan 
yang berideologi Golput dan menentang adanya 
Pemilihan Umum. Sehingga dari situ sangat menarik 
sekali untuk dibuat suatu penelitian terhadap mereka 
yang berideologi bertolak belakang dengan Negara tetapi 
tetap dalam tujuan untuk membuat Negara Indonesia 
lebih baik lagi.  
Dari perkembangan pola pikir masyarakat 
Indonesia yang terkesan apatis, memunculkan organisasi 
yang menjunjung Golput sebagai alternatif permasalahan 
di pemerintahan Negara Indonesia dan mengatasnamakan 
Front Pribumi. Hal tersebut didasari dari pemikiran 
mereka bahwa pemilihan umum yang telah terjadi di 
Negara ini masih belum memunculkan pemimpin 
pemimpin yang berwibawa dan memberi sejahtera secara 
merata. 
Pada awalnya mayoritas anggota Front Pribumi 
berasal dari kaum bawah misalnya, masyarakat pasar, 
pedagang buah, tukang becak, sopir angkot, hingga 
preman Kota Bogor yang dipelopori Ki Gendeng 
Pamungkas (KGP) alias Isan Massardi. Seseorang ini 
begitu lengket di telinga arus bawah, wong cilik, atau 
nama lain dari kelompok kebanyakan. Karena tokoh 
paranormal yang banyak dibutuhkan masyarakat sekitar. 
Sejak kecil memang suka sekali berkawan dengan 
masyarakat sekitar tempat tinggal Ki Gendeng 
Pamungkas di Gang Caringin, Komplek Angkatan Udara. 
Rumah yang dia tinggali sekarang di Bogor Baru, 
berkibar bendera Front Pribumi dengan tujuan 
mengangkat semangat kaum pribumi melawan 
penjajahan dari bangsa sendiri (begitu bunyi kampanye 
KGP) dalam berbagai spanduk yang dipasang di depan 
Tugu Kujang, dekat Kampus IPB dan Botani Square, 
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Bogor. Ketika ditanya, mengapa ia begitu fokus dengan 
perjuangan membangkitkan semangat kaum pribumi 
karena jawaban yang diterima pastilah kongkrit. 
Menurutnya, kelompok Cina di negeri ini bukan lagi 
minoritas. Mereka justru sangat mayoritas dalam 
berbagai kesempatan, kepemilikan, dan lainnya. Ini 
peringatan penting bagi seluruh pribumi yang ada di 
tanah air. Menurutnya, hanya pemimpin korup yang 
membiarkan ekspansi orang Cina di tanah air bukan 
sebagai ancaman bagi kaum pribumi. Sambil menuding 
kepada kebijakan pemerintahan Gus Dur yang 
mengakomodasi kelompok Cina dengan membuka 
berbagai kemudahan dan fasilitas, maka tunggu saja 
suatu waktu negeri ini akan benar-benar dikuasai oleh 
orang Cina. Menurut KGP, negeri ini akan menjadi 
Provinsi terbesar dari Cina. 
Kerisauan KGP sangat beralasan. Sebab, 
menurutnya, di Malaysia dan Amerika Serikat sendiri 
orang Cina diproteksi dengan jalan memberikan 
kemudahan dan fasilitas lebih dahulu kepada bangsa 
Melayu atau bangsa Amerika Serikat dahulu. Sehingga 
wajar bila ada Kampung Cina di Malaysia atau China 
Town di Amerika Serikat. Namun, kebijakan proteksi 
kepada orang Cina yang dilakukan oleh Soekarno dan 
Suharto lambat laun semakin kendor bahkan membiarkan 
mereka melakukan ekspansi dari sisi ekonomi, politik, 
pendidikan hingga mungkin kelak ideologi. 
Front Pribumi yang didirikan pada tahun 1996 
oleh KGP bersama dengan Eggi Sudjana dan lainnya 
tetap mengacu kepada pijakan hukum. Orang Cina yang 
sangat diwaspadai adalah semua orang Cina yang 
merugikan negeri ini dengan cara membobol bank, 
melakukan illegal logging, melakukan perdagangan 
madat dan aneka kejahatan ekonomi lainnya. Dari situ 
seiring munculnya Front Pribumi yang digagas oleh Ki 
Gendeng Pamungkas maka data yang telah dihimpun dari 
KPU Kota Mojokerto pada pemilihan kepala bupati dan 
wakil bupati tak dipungkiri muncul banyak kelompok 
yang sama tetapi dengan lingkup tempat yang daerah atau 
bisa disebut “cabang”.  
Seiring berjalannya waktu, Front Pribumi ini 
muncul diberbagai kota besar di Jawa misalnya Jakarta, 
Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Mojokerto, dan kota 
besar lainnya tetapi terlihat sangat aneh ketika melihat 
Kota Mojokerto yang merupakan kota yang kecil dengan 
jumlah penduduk yang sedikit tetapi bisa memunculkan 
gerakan oleh aktivis yang cukup menantang. Ketika 
melihat dari perolehan suara Pilkada Kota Mojokerto 
2015 maka bisa dipastikan Front Pribumi Kota Mojokerto 
sudah berjalan dengan pesat. Dari rekapitulasi Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota 
Mojokerto menyebutkan, tingkat partisipasi pemilih di 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mojokerto 2015 
hanya 68,74 persen pemilih dari Daftar Pemilih Tetap 
(DPT) sebanyak 808.207 pemilih. 
Data rekapitulasi perolehan suara Pilkada 
Mojokerto versi Bakesbangpol yang sudah beredar itu 
menyebutkan, dari 808.207 pemilih yang terdaftar di 
DPT, 68,74 persen atau 555.557. Jumlah suara sah 
sebesar 513.638, sedangkan suara tidak sah mencapai 
41.919. Partisipasi Pilkada pada 2010 mencapai 77 
persen. Angka partisipasi juga turun dibandingkan 
dengan Pemilihan Presiden (Pilpres), 9 Juli 2014 lalu. 
Dengan jumlah DPT pada Pilpres tahun 2014 814.337 
jiwa, partisipasi pemilih masih pada angka 78 persen dari 
DPT atau sekitar 635.182 jiwa. (Sumber: 
http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/254138/). 
Berdasarkan uraian tersebut maka muncul 
pertanyaan terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota 
Mojokerto tahun 2015 yang sudah sesuai dengan 
demokrasi tetapi masih ada sebagian masyarakat yang 
tidak percaya terhadap sistem Negara tersebut dan dari 
situ penulis menganggap fenomena itu adalah fenomena 
yang unik dan bisa bersifat ironis karena ada juga suatu 
kelompok atau komunitas yang masa bodoh terhadap 
sistem politik yang ada di Indonesia. Sehingga penulis 
mengangkat judul “Aktivitas Golput dalam pemilihan 
kepala daerah kota Mojokerto tahun 2015 (Studi 
interpretasi pada aktivis golput “Front Pribumi” kota 
Mojokerto) “. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: mendeskripsikan 
aktivitas Golput yang dilakukan secara langsung oleh 
Front Pribumi pada Pemilihan Kepala Daerah kota 
Mojokerto tahun 2015 serta untuk mengetahui sebab 
terjadinya tindakan Golput pada sebagian  masyarakat 
Kota Mojokerto serta mengetahui faktor apa saja yang 
mempengaruhi Front Pribumi untuk melakukan tindakan 
Golput terhadap pemilihan umum maupun pemilihan 
kepala daerah 
 
METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 
Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai suatu cara yang 
tidak menggunakan prosedur statistik atau dengan 
menggunakan alat kuantifikasi yang lain, melainkan 
melakukan pengamatan fenomena sosial yang bertujuan 
untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta 
interpretasi berbagai data dan informasi. Yang terpenting 
dari penelitian kualitatif adalah upaya memahami sikap, 
pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun 
sekelompok orang. 
Menurut Moleong (2005:47) sumber utama data 
utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 
dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada 
bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan 
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tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.  Dalam 
penelitian ini  sumber data kata-kata diperoleh melalui 
wawancara dan observasi kepada Front Pribumi 
Mojokerto. Sedangkan data tambahan diperoleh dari 
dokumen atau arsip yang dimiliki oleh Front Pribumi 
maupun oleh KPUD Mojokerto. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Mojokerto, 
adapun alasan dipilihnya Kota Mojokerto sebagai lokasi 
penelitian adalah karena kota Mojokerto merupakan salah 
satu kota selain Surabaya, Bandung dan Jakarta yang 
memiliki aktivis semacam komunitas Golput yang 
terang-terangan menentang adanya pemilihan umum. 
Mojokerto sebagai sebuah kota yang cendrung memiliki 
jumlah golput yang tinggi (40,21%) bahkan presentase 
yang dikeluarkan oleh KPUD Mojokerto menyebutkan 
bahwa lebih besar persentase golput daripada pemilih. 
Masyarakat di kota Mojokerto lebih heterogen / latar 
belakang yang bermacam-macam jika dilihat dari 
beberapa hal sehingga menarik untuk dikaji masalah yang 
mendasari pandangan akan golput tersebut. 
Intrumen penelitian merupakan alat bantu dalam 
penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data. 
Dalam metode wawancara alat bantu yang digunakan 
adalah pedoman wawancara. Arikunto (2010:70) . 
Pedoman wawancara ini berupa kisi-kisi pertanyaan yang 
akan ditanyakan kepada informan. Dalam penelitian ini 
menggunakan pedoman wawancara berupa pertanyaan-
pertanyaan secara garis besar. 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah 
yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 
utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan wawancara dan dokumentasi dari informan 
penelitian. Sehingga dapat diperoleh data yang relevan 
untuk digunakan sebagai pengkajian terhadap 
permasalahan yang dibahas. 
Menurut Arikunto (2010:101) mendefinisikan 
wawancara sebagai bentuk pertemuan dua orang untuk 
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 
dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga 
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 
yang lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan jenis 
wawancara tidak terstruktur/wawancara mendalam. 
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang 
bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 
wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 
lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 
wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis 
besar permasalahan yang akan ditanyakan.  
Selain pengumpulan data dengan wawancara, 
pada penelitian ini menggunakan dokumentasi yang 
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 
(Sugiyono, 2011:240). Dokumen bisa berbentuk tulisan, 
gambar, atau karya-karya monumental. Dalam penelitian 
ini metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi 
data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 
yang berupa Arsip penting maupun struktur organisasi 
Front Pribumi guna mendukung data terkait Aktivitas 
Golput oleh Front Pribumi pada Pemilihan Kepala 
Daerah kota Mojokerto tahun 2015. Dokumentasi juga 
dilakukan dengan menggunakan alat perekam kamera 
untuk mendapatkan foto hasil kegiatan dilapangan 
sehingga lebih memperkuat data hasil observasi dan hasil 
wawancara. 
Pada penelitian ini, menggunakan analis data 
model milles dan huberman (dalam Sugiyono, 2011:247) 
yang mana dikemukakan bahwa aktivitas dalam data 
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya 
sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari 
empat tahap. Langkah pertama adalah melakukan 
Pengumpulan data terhadap informasi dan data yang 
didapat dilapangan, baik data diperoleh melalui 
wawancara, observasi maupun dokumentasi. Setelah data 
diperoleh maka dilakukan reduksi data sebaagai upaya 
merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 
hal-hal penting dan mencari tema beserta polanya. 
Kemudian langkah ketiga yaitu penyajian data yang 
dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya yang 
mengarah terhadap perbandingan, sehingga dibuat bentuk 
tersebut agar mempermudahkan pembaca memahami 
hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian langkah 
terakhir yang keempat yaitu dengan penarikan 
kesimpulan dimana hal ini dilakukan agar peneliti dapat 
mengetahui apakah data yang diperoleh menyimpang. 
atau tidak dari perumusan masalah dan tujuan awal 
dilakukannya penelitian ini. 
Teknik keabsahan data dalam penelitian ini 
menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian 
kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan data dari 
berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. 
Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini terbagi 
menjadi triangulasi sumber dan triangulasi waktu. 
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 
diperoleh melalui beberapa sumber. Dari beberapa 
sumber tersebut kemudian dideskripsikan, 
dikategorisasikan, mana yang sama, yang berbeda dan 
mana yang spesifik dari beberapa sumber tersebut. 
Misalnya, melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa 
menggunakan observasi terlibat, dan dokumen tertulis. 
Data dapat diperoleh dari beberapa sumber informan dari 
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Aktivis Golput Front Pribumi. Data yang telah dianalisis 
oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. 
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data 
dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 
yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data 
diperoleh dari hasil wawancara, lalu dicek dengan 
observasi, dokumentasi. Apabila menghasilkan data yang 
berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 
lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, atau yang 
lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Aktivitas Golput oleh Front Pribumi dalam Pemilihan 
Kepala Daerah Kota Mojokerto tahun 2015 
Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Mojokerto tahun 
2015 golput masih banyak terjadi atau dengan kata lain 
perbandingan golput dengan pemilih tetap hampir sama. 
Golput adalah akronim dari golongan putih. Istilah ini 
ditujukan kepada mereka yang dengan sengaja dan 
dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak 
memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian, 
orang-orang yang berhalangan hadir di Tempat Pemilihan 
Suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya 
TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan 
dari kategori golput. Begitu pula untuk menjadi golput 
bukan sekedar memiliki rasa enggan atau malas ke TPS 
tanpa maksud yang jelas tetapi lebih kepada memilih 
untuk tidak memilih. 
Berdasarkan hal tersebut, Mojokerto membentuk 
Front Pribumi agar tidak terjadi semakin banyak petinggi 
pemkot Mojokerto yang berurusan dengan kasus pidana. 
Berdasarkan hal tersebut, Front Pribumi tertarik 
membentuk pergerakan yang ditujukan untuk memberi 
perubahan terhadap sistem pemerintahan khususnya 
daerah Mojokerto agar menghasilkan pemimpin yang 
berpihak kepada rakyat serta memberikan kesejahteraan 
bagi masyarakat Kota Mojokerto 
Pemilihan Kepala Daerah Kota Mojokerto tahun 
2015 bisa dikatakan sebagai suatu hajatan akbar 
masyarakat Mojokerto, karena dengan Pilkada akan 
ditentukan pemimpin yang demokratis. Kepemimpinan 
yang demokratis akan membawa beberapa keuntungan, 
antara lain berupa keputusan yang lebih objektif, tumbuh 
rasa ingin memiliki, serta terbina moral tinggi dengan 
kerja sama yang dilakukan. Namun kelemahan dari 
kepemimpinan ini , antara lain pada keputusan dan 
tindakan lamban karena adanya proses demokrasi, rasa 
tanggung jawab individu kurang karena tugas dibagi 
secara bersama-sama antara pemimpin dan bawahan, 
serta keputusan yang disepakati kadang bukan keputusan 
yang terbaik. 
Dalam Pilkada Mojokerto  tahun 2015 Front 
Pribumi mengharapkan mampu  mencetak pemimpin 
demokratis, karena gaya kepemimpinan ini dianggap 
paling ideal, meskipun pemimpin demokratis tidak selalu 
pemimpin yang efektif. Dari berbagai kelemahannya 
pemimpin demokratis tetap dianggap pemimpin yang 
terbaik karena kelebihannya mampu menutupi 
kelemahannya. Seorang pemimpin demokratis dihormati 
dan disegani, bukan ditakuti karena perilakunya dalam 
kehidupan organisasional (Siagian, 2003: 43). Perilaku 
pemimpin seperti ini mendorong bawahan serta 
mewujudkan kreatifitas dari bawahan. 
Front Pribumi beranggapan bahwa pemimpin yang 
nantinya memihak kepada kesejahteraan rakyat dapat 
dengan bijak dalam menghasilkan suatu kebijakan, 
karena pemimpin yang demokratis dan memikirkan 
kesejahteraan rakyat dapat mempengaruhi orang lain agar 
bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah 
diharapkan, dengan cara melibatkan pemimpin bersama 
bawahan untuk menentukan berbagai keputusan yang 
dilakukan. Pemerintah melibatkan bawahan dan 
masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga dapat 
diperoleh persetujuan dan konsesus. Masyarakat diakui 
haknya untuk ikut berpartisipasi dalam pembagian tugas 
sehingga pemimpin terbuka dengan masukan maupun 
kritikan dari bawahan maupun masyarakat dalam 
membuat keputusan. 
Maka dari itu, ketika melihat realita 
kepemimpinan pemerintahan Kota Mojokerto masih jauh 
dari ideal dikarenakan masih belum pro kepada 
kepentingan rakyat maka muncul pergerakan nyata dari 
kelompok masyarakat Mojokerto yang menyatakan 
sebagai aktivis golput yaitu Front Pribumi. Dalam 
menyikapi Pilkada Kota Mojokerto tahun 2015, Front 
Pribumi melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan 
sebagai penyampaian pertentangan terhadap sistem 
Pilkada karena seiring waktu ke waktu pemerintahan 
Mojokerto masih sama dan monoton. Tidak banyak 
perubahan berarti yang terjadi di Kota Mojokerto 
melainkan tindakan kasus kecurangan dunia politik oleh 
pemerintahan kota Mojokerto semakin banyak. Hal 
tersebut didasari karena ketika Pilkada masih banyak 
kasus kecurangan yang dilakukan oleh calon pemimpin, 
mulai dari kampanye hitam maupun politik uang. Maka 
secara otomatis ketika menjabat pemrintahan kasus-kasus 
semacam korupsi kerap kali dilakukan sebagai usaha 
untuk membalikkan anggaran ketika kampanye. Dari 
faktor tersebutlah yang membuat Front Pribumi berusaha 
untuk melakukan pertentangan terhadap Pemilu yang 
masih belum berhasil menciptakan pemimpin yang ideal. 
Kegiatan propaganda kepada masyarakat yang dilakukan 
Front Pribumi dilakukan bukan hanya ketika Pilkada 
berlangsung tetapi kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan 
ketika menjelang pilkada, ketika Pilkada dan setelah 
pilkada. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan 
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pemahaman kritis kepada masyarakat mojokerto dalam 
menyikapi Pemilihan Kepala Daerah kota Mojokerto 
tahun 2015. 
Maka dari itu, Front Pribumi melakukan berbagai 
kegiatan di ruang publik masyarakat Kota Mojokerto 
dengan tujuan memberikan pemahaman kepada 
masyarakat luas supaya mampu menjadi pemilih yang 
kritis dan cerdas ketika Pilkada berlangsung. Aktivitas 
Golput Front Pribumi terbagi menjadi tiga waktu yaitu 
ketika sebelum Pilkada berlangsung, sewaktu Pilkada 
berlangsung dan setelah Pilkada berlangsung. Aktivitas 
Golput tersebut dilakukan secara rutin agar tujuan Front 
Pribumi untuk mempropaganda masyarakat dapat 
tersebar secara luas. 
Aktivitas propaganda Golput yang dilakukan oleh 
Front Pribumi sebelum Pemilihan Kepala Daerah Kota 
Mojokerto dilakukan dengan tujuan untuk 
mempropaganda masyarakat Kota Mojokerto agar 
nantinya dapat menjadi seorang pemilih yang cerdas 
tanpa terjadi penyesalan dikemudian hari. Harapan lebih 
diungkapkan oleh Front Pribumi kepada masyarakat kota 
Mojokerto untuk mempunyai prinsip golput ketika 
menyikapi Pilkada nantinya, ideologi golput dilakukan 
lantaran ketika melihat track record calon pemimpin 
tersebut masih belum layak untuk diangkat sebagai 
seorang pemimpin khususnya daerah Mojokerto. Selain 
itu ditambah dengan kekecewaan terhadap Pemilihan-
pemilihan sebelumnya yang hanya bermodalkan janji 
ketika berkampanye tetapi tidak ada hasil nyata ketika 
sudah menjabat sebagai pemimpin. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 
Front Pribumi Mojokerto pada tanggal 08 Agustus 2016, 
dapat diketahui kegiatan oleh Front Pribumi Mojokerto 
sebelum Pilkada berlangsung sebagai upaya propaganda 
ideologi golput kepada masyarakat Mojokerto sesuai 
dengan penuturan Alexander Johnko selaku ketua Front 
Pribumi Mojokerto sebagai berikut. 
” Sebelum pilkada dilakukan beberapa 
kegiatan, mulai dari penyampaian aspirasi 
turun ke jalan sampai mengadakan acara musik 
untuk pemuda-pemudi mojokerto.” 
(Wawancara: Alexander Johnko, 08 Agustus 
2016) 
Pernyataan tersebut didukung oleh keseluruhan informan 
lain, yang mengatakan bahwa kegiatan propaganda oleh 
Front Pribumi juga dilakukan sebelum Pilkada 
berlangsung. Berikut adalah pernyataan dari Untung 
Sitanggang selaku koordinator Front Pribumi Mojokerto, 
“ Kegiatan dari Front Pribumi juga dilakukan 
sebelum Pilkada berlangsung seperti orasi di 
pusat keramain di Mojokerto. Jadi tidak 
mengandalkan moment Pilkada saja.” 
(Wawancara: Untung Sitanggang, 08 Agustus 
2016 ) 
Pemilihan Kepala Daerah kota Mojokerto tahun 
2015 ditanggapi secara nyata oleh Front Pribumi distrik 
Mojokerto. Hal tersebut dilakukan lantaran Front Pribumi 
yang menyatakan sebagai aktivis golput tidak mau 
kekecawaan yang kedua kalinya terjadi. Ketika sudah 
menentukan pilihan karena kepercayaan dari janji calon 
kepala daerah ketika berkampanye tetapi ketika sudah 
meminpin tidak menjalankan sesuai janjinya akan 
berujung sia-sia dan menjadi keuntungan lebih bagi 
kepala daerah tersebut. Maka dari itu, Front Pribumi 
mengantisipasi kekecawaan tersebut dengan 
menyadarkan masyarakat mojokerto untuk menjadi 
pemilih yang kritis dan cerdas. Bentuk propaganda yang 
dilakukan oleh Front Pribumi bukan hanya dilakukan 
ketika Pilkada berlangsung tetapi diantisipasi jauh hari 
sebelum Pilkada berlangsung, dengan harapan 
Masyarakat Mojokerto dalam menyikapi Pilkada 
nantinya sudah mempunyai pandangan terhadap 
pertentangan pada Pilkada Mojokerto tahun 2015 
tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan 
oleh Alexander Johnko sebagai ketua Front Pribumi 
Mojokerto, sebagai berikut : 
“Kegiatan yang dilakukan sebelum Pilkada 
diputarkan dilakukan sebagai upaya pemberian 
pemikiran kepada masyarakat kota Mojokerto 
agar mampu berpikir kritis. Sehingga nantinya 
Masyarakat Mojokerto sudah paham tentang 
pandangan ideologi yang dipegang Front 
Pribumi. “ (Wawancara: Alexander Johnko, 08 
Agustus 2016 ) 
Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Arise 
Cavalera selaku anggota Front Pribumi distrik Mojokerto, 
sebagai berikut : 
“Menurut Front Pribumi kegiatan propaganda 
Golput sebelum Pilkada berlangsung lebih vital 
dari pada ketika moment Pilkada berlangsung, 
karena buat menyadarkan orang lain itu 
membutuhkan waktu yang tidak sebentar.” 
Berdasarkan data dokumentasi dari Front Pribumi distrik 
Mojokerto dalam menyikapi Pilkada kota Mojokerto 
tahun 2015, kegiatan yang dilakukan meliputi aksi 
penyampaian aspirasi di pusat-pusat keramaian Kota 
Mojokerto misalnya di Alun-alun Mojokerto, Depan 
kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto bahkan di 
Benteng Pancasila, kegiatan tersebut dikuatkan dengan 
kegiatan pembagian selebaran artikel yang berisi tentang 
pemikiran kritis terhadap Pilkada. Selain itu kegiatan lain 
juga dilakukan sebagai bentuk propaganda ideologi golput 
kepada masyarakat mojokerto secara luas, seperti acara 
konser underground (metal) untuk pemuda-pemudi yang 
digunakan sebagai alat propaganda Front Pribumi kepada 
generasi muda Mojokerto. 
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Aktivitas Golput Front Pribumi ketika Pilkada Kota 
Mojokerto tahun 2015 
Aktivitas propaganda Golput yang dilakukan oleh Front 
Pribumi ketika Pemilihan Kepala Daerah  kota Mojokerto 
tahun 2015 didasarkan dilakukan dengan tujuan untuk 
memberikan pergerakan nyata terhadap pertentangan 
pada Pilkada. Aktivitas yang dilakukan oleh Front 
Pribumi distrik Mojokerto dalam memberikan 
pertentangan terhadap Pilkada bukan semata-mata hanya 
menolak Pilkada dengan tidak datang ke TPS, tetapi yang 
dilakukan Front Pribumi meskipun dengan dalih golput 
tetap memenuhi kewajiban sebagai warga negara 
Indonesia untuk ikut berpartisipasi pada kebijakan yang 
dilakukan oleh pemerintahan. Aktivitas nyata yang 
dilakukan oleh Front Pribumi Mojokerto yaitu tetap 
memberi seruan ataupun himbauan kepada semua 
anggota Front Pribumi Mojokerto dan Masyarakat Kota 
Mojokerto yang sudah mendapatkan hak pilihnya tanpa 
terkecuali untuk tetap datang ke TPS yang sudah 
ditetapkan dengan dalih melakukan pencoblosan sesuai 
apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Tetapi ketika di 
dalam bilik suara tersebut dapat menggunakan hak pilih 
golputnya karena Front Pribumi beranggapan bahwa 
golongan putih atau golput juga merupakan pilihan dan 
partisipasi rakyat.  
Aktivitas Golput ketika waktu pencoblosan 
tersebut dapat dilakukan dengan beragam cara, seperti 
mencoblos semua calon atau mencoblos diluar foto. 
Sehingga suara tersebut akan tidak sah dan tidak 
mendorong calon siapapun untuk memimpin Kota 
Mojokerto sebagai Kepala Daerah. Aktivitas golput 
tersebut dilakukan selain untuk menentang Pilkada 
Mojokerto tahun 2015 tetapi juga untuk menanggulangi 
adanya jual beli kertas suara oleh oknum yang 
memanfaatkan ketika kertas suara pemilih tidak 
digunakan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 
Alexander Johnko selaku ketua Front Pribumi sebagai 
berikut : 
„... ketika Pilkada berlangsung melakukan 
tindakan dengan datang ke TPS untuk 
melakukan golput, karena Front Pribumi ingin 
menjunjung tinggi Golput aktif. Bukan hanya 
Golput yang disibukkan oleh pekerjaan atau 
yang apatis tidak mau tahu.” (Wawancara: 
Alexander Johnko, 08 Agustus 2016) 
Pernyataan tersebut didukung oleh Untung Sitanggang 
sebagai koordinator Front Pribumi distrik Mojokerto, 
sebagai berikut : 
“ Front Pribumi melakukan Golput ketika 
Pilkada berlangsung, tetapi juga tidak 
melupakan kewajiban sebagai warga negara 
Indonesia yang taat hukum untuk mencoblos. 
Jadi tetap datang ke TPS buat dalih untuk 
mencoblos tetapi yang dilakukan yaitu 
mencoblos untuk tidak memilih atau golput. 
Hal itu dilakukan untuk menghindari jual beli 
kertas suara oleh oknum-oknum tidak 
bertanggung jawab.” (Wawancara: Untung 
Sitanggang, 08 Agustus 2016) 
Pada dasarnya Front Pribumi meskipun menjunjung 
tinggi ideologi Golputnya tetapi juga tidak lepas dari 
tujuan awalnya yaitu untuk mengkritisi tentang Pilkada 
karena tidak sepaham dengan pemahaman Front Pribumi. 
Maka dari itu ketika Pilkada Mojokerto tahun 2015 
berlangsung, Front Pribumi melakukan kritik yang 
membangun seperti apa yang disampaikan pada 
pernyataan diatas yaitu menentang adanya Pilkada tetapi 
selain itu tetap mempunyai pemikiran positif yaitu cara 
yang mereka lakukan juga untuk mengurangi adanya 
konspirasi politik oleh oknum tidak bertanggung jawab 
dengan melakukan transaksi jual beli suara. Hal tersebut 
juga diungkapkan oleh Arap Pati sebagai anggota Front 
Pribumi distrik Mojokerto, 
“Front Pribumi melakukan himbauan kepada 
seluruh anggotanya untuk tidak boleh menyia-
nyiakan kertas Front Pribumi menghimbau 
buat tetap datang ke TPS tetapi tetap dengan 
tujuan awal untuk menggolputkan pilihan 
sebagai bukti perlawanan nyata kipada sistem 
yang masih belum berpihak kepada rakyat.” 
(Wawancara: Arap Pati, 08 Agustus 2016) 
 
Aktivitas Golput Front Pribumi setelah Pilkada Kota 
Mojokerto tahun 2015 
Aktivitas propaganda yang dilakukan oleh Front Pribumi 
bukan hanya dilakukan  sebelum dan  ketika Pilkada 
berlangsung, tetapi aktivitas kegiatan yang dilakukan 
oleh Front Pribumi Mojokerto tetap dilakukan meskipun 
Pilkada tahun 2015 telah selesai. Karena tujuan dari Front 
Pribumi bukan sekedar sebagai alat propaganda untuk 
menentang Pilkada tetapi pemahaman lebih lanjut tentang 
peemerintahan yang tidak berpihak kepada masyarakat 
Mojokerto juga kewajiban Front Pribumi. Maka dari itu, 
meskipun Pilkada kota Mojokerto telah selesai dilakukan 
dan menetapkan seorang pemimpin tetapi aktivitas 
Golput yang dilakukan oleh Front Pribumi tetap 
dilakukan. Dengan tujuan, supaya masyarakat luas dapat 
sadar tentang apa yang sudah dilakukan ketika Pilkada 
berlangsung. Dari ungkapan Front Pribumi bahwa untuk 
pemilih yang melakukan pencoblosan secara benar untuk 
tidak menyesal nantinya terhadap calon pemimpin yang 
dipilih dan apabila dianggap bahwa janji ketika 
berkampanye tidak di realisasi saat memimpin maka bisa 
melakukan kritikan bersama dengan Front Pribumi distrik 
Mojokerto. 
Pemilih yang berpegangan terhadap penentangan 
Pilkada tetap melakukan perlawanan-perlawanan 
terhadap pemerintah apabila dirasa kebijakan yang 
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dilakukan oleh pemerintah tidak pro kepada masyarakat 
Mojokerto. Kegiatan propaganda yang dilakukan oleh 
Front Pribumi Mojokerto setelah Pilkada berlangsung 
yaitu dengan melakukan kegiatan buka bersama  dan 
berbagi takjil yang bersifat umum untuk masyarakat kota 
Mojokerto, selain itu Front Pribumi Mojokerto juga 
melakukan konvoi keliling Kota Mojokerto sebagai 
pemberitahuan kepada masyarakat Kota Mojokerto 
bahwa golput masih berkuasa dan golput adalah salah 
satu alternatif untuk menentang sistem maupun pemilihan 
pemimpin yang tidak demokratis. Hal ini berdasarkan 
pernyataan dari Alexander Johnko selaku ketua Front 
Pribumi distrik Mojokerto, sebagai berikut : 
“Front Pribumi tetap melakukan propaganda 
kepada masyarakat meskipun Pilkada sudah 
dilakukan, karena menurut Front Pribumi 
selama sistem pemerintahan masih belum 
berpihak kepada rakyat maka perlawanan tetap 
akan terus digelorakan.” (Wawancara: 
Alexander Johnko, 08 Agustus 2016) 
Pernyataan tersebut serupa dengan yang diungkapkan 
oleh Untung Sitanggang selaku koordinator Front 
Pribumi distrik Mojokerto sebagai berikut : 
“Yang jelas Front Pribumi akan tetap 
menyuarakan golput di lingkungan masyarakat 
meskipun tidak ada moment pemilihan 
pemimpin, karena dirasa sistem pemilihan 
pemimpin sampai saat ini masih gagal 
membentuk pemimpin yang demokratis dan 
membuat  masyarakat kota Mojokerto sejahtera 
secara merata.” (Wawancara: Untung 
Sitanggang, 08 Agustus 2016) 
Dari pernyataan tersebut secara jelas bahwa Front 
Pribumi distrik Mojokerto sebagai sebagian kecil dari 
masyarakat Mojokerto yang tidak puas terhadap Pilkada 
masih belum merasa kesejahteraan sebagai rakyat dari 
siapapun yang sudah memimpin Kota Mojokerto. Hal 
tersebut dibuktikan dari kegiatan-kegiatan provokasi 
dengan tujuan untuk melakukan perlawanan. Front 
Pribumi juga menyatakan akan tetap melakukan 
perlawanan golput sampai tuntutan mereka terpenuhi, 
seperti pemkot Mojokerto  harus menciptakan pemimpin 
yang demokratis, berawal dari pribumi dan harus 
berpihak kepada rakyat mojokerto. Hal tersebut didorong 
oleh pernyataan Yusuf Yanuar selaku anggota Front 
Pribumi distrik Mojokerto: 
“Perlawanan tetap akan dilakukan sampai apa 
yang diharapkan terpenuhi, karena kalau tidak 
maka Front Pribumi akan tetap melawan 
dengan massa yang lebih besar. Seperti saat ini 
melakukan propaganda positif kepada 
masyarakat dengan dalih menyambut 
ramadhan, selain itu Front Pribumi juga sempat 
melakukan konvoi keliling kota sebagai upaya 
menyuarakan kepada masyarakat Mojokerto 
bahwa Golput itu perlawanan kongkrit buat 
rezim yang menindas.” (Wawancara Yusuf  
Yanuar, 08 Agustus 2016) 
Berdasarkan data dokumentasi dari kegiatan yang 
dilakukan oleh Front Pribumi distrik Mojokerto setelah 
Pilkada berlangsung dapat diartikan bahwa mereka tetap 
menggunakan segala cara alternatif untuk 
mempropaganda masyarakat Mojokerto seluas-luasnya 
agar Golput bisa diterima oleh masyarakat dan dijadikan 
patokan pemahaman mereka menyikapi segala pemilihan 
kepemimpinan  yang mereka anggap masih belum dapat 
menghasilkan pemimpin yang demokratis dan bersifat 
kerakyatan. 
Selain itu dalam  kegiatan propaganda ketika 
melakukan buka bersama dan konvoi sebagai propaganda 
ideologi Golput kepada masyarakat. Front Pribumi juga 
tidak meninggalkan tujuan awalnya untuk 
mempropaganda masyarakat dengan  ideologi Golput. 
Maka dari itu melakukan pemahaman kepada masyarakat 
yang mengikuti kegiatan tersebut tetap dilakukannya. 
Seperti menyuarakan tentang ideologi Golput dan 
memasang spanduk-spanduk perlawanan. Dengan 
harapakan ideologi Golput yang mereka pegang sebagai 
alat alternatif  perlawanan dapat dipahami dan di jadikan 
patokan untuk masyarakat Kota Mojokerto. 
Jadi, dari pertanyaan beberapa pengurus dan 
anggota Front Pribumi diharapkan dalam Pemilihan 
Kepala Daerah agar memberikan calon pemimpin yang 
sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu mempunyai 
track record dalam dunia politik yang baik dan tidak 
mempunyai janji-janji palsu ketika berkampanye, supaya 
ketika memimpin menciptakan pemimpin yang 
berkualitas dan berpihak kepada rakyat. Memang ketika 
mendengar pemaparan dari Front Pribumi terlihat miris, 
sistem demokrasi yang diprediksi sebagai alternatif untuk 
pemilihan calon pemimpin suatu daerah masih dianggap 
kurang efektif bagi sebagian masyarakat. Golput menjadi 
salah satu senjata bagi Front Pribumi dalam melawan 
Pilkada saat ini padahal pemerintah dengan tegas 
membuat peraturan perundangan tentang larangan 
mengajak atau mempropaganda orang lain untuk Golput. 
Seperti yang terlampir secara jelas pada Undang-undang 
8 tahun 2012 Pasal 292 yang berbunyi : Setiap orang 
yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan 
hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta, dan Pasal 
301 ayat 3 yang berbunyi Setiap orang yang dengan 
sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau 
memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih 
untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih 
peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta. 
Maka dari situ secara jelas bahwasanya berbagai 
upaya dilakukan oelh Pemerintah untuk mencegah 
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adanya ideologi Golput di masyarakat. Pada dasarnya 
Golput merupakan solusi alternatif yang tidak rasional 
karena dengan mengajak maupun melakukan Golput 
secara tidak langsung telah melakukan penghianatan 
terhadap kebijakan yang dijunjung tinggi oleh 
Pemerintah. Tetapi pemaparan tersebut bertolak belakang 
dengan apa yang dipaparkan oleh Front Pribumi 
Mojokerto karena menurut mereka memilih untuk 
memilih atau Golput atau Hak setiap warga negara 
Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pernyataan 
Alexander Johnko selaku Ketua Front Pribumi 
Mojokerto, sebagai berikut : 
“Front Pribumi Mojokerto menyadari kalau 
tindakan Golput itu ada larangan seperti yang 
dicantumkan di Undang-Undang tetapi perlu 
diketahui juga bahwa masyarakat juga punya 
dasar hukum Undang-Undang tentang HAM 
dan dilindungi oleh dasar hukum tersebut jadi 
meskipun tindakan Golput dipandang 
melenceng tetapi inilah Hak sebagai Front 
Pribumi untuk menentang segala Pemilihan 
pemimpin yang tidak seperti yang diharapkan” 
Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pendapat dari 
Untung Sitanggang selaku Koordinator Front 
Pribumi Mojokerto, sebagai berikut : 
“ Golput itu dilarang seperti yang sudah 
tercantum pada beberapa pasal di kitab 
Undang-Undang dasar, tetapi terlihat aneh juga 
ketika muncul aturan terhadap kriminalisasi 
Golput. Seolah Pemerintah mengkhianati 
sendiri demokrasinya ini dan mengubah 
menjadi anti demokrasi. Bagaimana jika sudah 
jenuh dengan kebobrokan Parpol. Apakah ini 
tindakan yang salah. Jadi seolah Hak 
kebebasan berekspresi oleh masyarakat 
menjadi terkekang. Kemudian Front Pribumi 
mempertanyakan buat apa ada UU tentang 
HAM  kalau kebebasan berekspresi selalu 
dikekang. 
Jadi, dari pemaparan Ketua dan Koordinator Front 
Pribumi Mojokerto tersebut dapat diartikan bahwasanya 
Front Pribumi mengetahui bahwa tindakan Golput 
ataupun menghasut orang lain untuk Golput adalah 
tindakan yang dilarang karena lebih bersifat idealis. 
Tetapi mereka menyangkal bahwasanya Golput adalah 
perbuatan yang melanggar hukum karena Front Pribumi 
menganut dasar hukum UU tentang Hak Asasi Manusia 
yang menjelaskan tentang hak kebebasan berekspresi, 
sehingga tindakan memilih untuk tidak memilih pada 
Pilkada tahun 2015 ini merupakan tindakan yang bijak 
menurut Front Pribumi Mojokerto.  
Selain itu meskipun ideologi memilih untuk tidak 
memilih pada Pilkada merupakan tindakan yang dilarang 
oleh pemerintahan tetapi Golput yang Front Pribumi 
lakukan merupakan Golput aktif yang ditujukan untuk 
membuat sistem pemerintahan yang ada di Kota 
Mojokerto dapat lebih baik dan pro kepada masyarakat 
luas. 
 
Faktor yang memengaruhi Front Pribumi di Kota 
Mojokerto dalam menentang pemilihan kepala 
daerah Mojokerto tahun 2015 
Ada beberapa faktor yang memengaruhi Front Pribumi 
dalam menentang pemilihan daerah di Kota Mojokerto. 
Berdasarkan ungkapan dari Alexander Johnko sebagai 
ketua Front pribumi Mojokerto, yakni: 
”Front Pribumi melakukan perlawanan kepada 
Pilkada yaitu dikarenakan ketika melihat realita 
selama ini belum pernah ada pemilihan dalam 
bentuk apapun yang bersifat bersih, bersih saat 
kampanye atau saat pemilihan. Kemudian 
Front Pribumi juga beranggapan sampai 
kapanpun calon pemimpin yang berasal dari 
partai politik tidak akan bisa memimpin secara 
bijaksana. Jadi dari situ Front Pribumi masih 
belum percaya terhadap sistem pemilihan 
khusunya pilkada Mojokerto tahun 2015 yang 
terjadi saat ini sebelum semua permasalahan itu 
bisa diatasi.” (Wawancara: Alexander Johnko, 
08 Agustus 2016) 
Sesuai hal tersebut Front pribumi menentang pemilihan 
kepala daerah dikarenakan banyaknya kecurangan 
maupun kejahatan politik di Pilkada saat ini, maka dari itu 
di mata sebagian masyarakat Pemilihan Kepala Daerah ini 
masih jauh dari yang diharapkan seperti bersifat 
transparan ataupun bersih dari money politic dan 
kampanye hitam. 
Hal tersebut senada dengan yang di ungkapkan oleh 
Untung Sitanggang selaku koordinator Front Pribumi 
Mojokerto, 
“Yang mendasari Front Pribumi distrik 
Mojokerto untuk melakukan golput, yaitu 
karena kecewa dengan sistem demokrasi di 
Indonesia saat ini karena masih banyak 
kejahatan maupun kecurangan politik yang 
terjadi saat pemilihan kepala daerah, dan itu 
terbukti saat pilkada mojokerto tahun 2015 
bermunculan kampanye-kampanye hitam 
kemudian masih adanya money politic di 
lingkup masyarakat, sehingga ketika melihat 
realita seperti itu maka muncul anggapan 
bahwa sistem pemilihan umum masih belum 
berhasil untuk mencetak pemimpin yang 
berkualitas.” (Wawancara: Untung Sitanggang, 
08 Agustus 2016) 
Berdasarkan hal tersebut, Front Pribumi menentang 
pemilihan kepala daerah karena masih banyaknya 
kejahatan-kejahatan politik saat sebelum maupun ketika 
pemilihan kepala daerah berlangsung. Karena itu Front 
Pribumi Mojokerto menganggap pemilihan kepala daerah 
masih belum berhasil untuk mencetak pemimpin yang 
berkualitas untuk masyarakatnya. 
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Pernyataan tersebut dikuatkan dengan pernyataan 
yang diungkapkan oleh Arise Cavalera sebagai anggota 
Front Pribumi Mojokerto, yakni: 
“Alasan yang membuat Front Pribumi distrik 
Mojokerto melakukan perlawanan terhadap 
pilkada mojokerto tahun 2015 karena ketika 
melihat lebih dalam kepada satu persatu calon 
pemimpinnya, semuanya memiliki track record 
yang buruk, sehingga muncul ketidak 
percayaan terhadap bakal calon yang nanti 
segera memimpin mojokerto pada era 
selanjutnya.” (Wawancara: Arise Cavalera, 08 
Agustus 2016) 
Senada dengan pernyatan itu, Arap Pati sebagai anggota 
Front Pribumi lainnya juga ikut berpendapat bahwa, 
“Front Pribumi berniat tidak akan lagi 
mengikuti segala macam bentuk sosialisasi 
baik kampanye atau apapun yang berkaitan 
dengan politik, hingga memilihpun sudah 
menjadi tindakan yang sangat berat. Dan Front 
Pribumi mengungkapkan lebih baik mencoblos 
semua calonnya, dikarenakan kebosanan 
mendengar janji-janji calon tersebut, karena 
dari dulu sama saja. Setelahn janji-janji kepada 
masyarakat, setelah terpilih Front Pribumi 
menyamakan seperti kacang lupa kulitnya. 
Tidak melihat lagi kepada masyarakat kecil.” 
(Wawancara: Arap Pati, 08 Agustus 2016) 
Yusuf  Yanuar selaku anggota Front Pribumi juga 
menjelaskan tentang alasan golput yang dilakukannya,  
“Front Pribumi sudah tidak ada minat 
(keinginan) lagi untuk ikut mencoblos atau 
berpartisipasi dalam bentuk apapun saat adanya 
pemilihan pemimpin pemerintahan, baik itu 
pemilihan gubernur, anggota dewan,presiden 
ataupun kepala daerah saat ini sekalipun tidak 
ada minat. Karena setelah sudah menjabat 
maka tidak akan ingat sama masyarakat kecil 
dan yang dipikirkan hanya isi perut sendiri. 
Front Pribumi mencontohkan dalam realita saat 
ini, seperti gubernur korupsi, anggota dewan 
tidur-tiduran ketika rapat dan itu semua ada 
nyatanya. Front Pribumi mempertanyakan 
bahwa apakah pemimpin seperti itu pantas 
untuk menjadi  pemimpin. Jadi kalau menurut 
penilaian Front Pribumi percuma menjunjung 
tinggi calon pemimpin pemerintahan tetapi 
ketika sudah menjabat seolah lupa kepada 
rakyat yang memilihnya.” (Wawancara: Yusuf 
Yanuar, 08 Agustus 2016) 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari anggota 
front pribumi bahwa masih menganggap pada 
pemilihan daerah masih belum berhasil mencetak 
pemimpin yang berkualitas, maka dari itu sebagian 
masyarakat mojokerto yang tidak puas dengan 
sistem Pilkada menentang kebijakan tersebut. Selain 
itu Front Pribumi masih menganggap bahwa golput 
adalah alternatif dari permasalahan-permasalahan 
politik yang ada, karena Front Pribumi menyatakan 
bahwa sudah jenuh dengan sistem pemilihan yang 
ada di Indonesia sampai saat ini, yang masih saja 
menghasilkan pemimpin yang jauh dari harapan 
masyarakat pada umumnya. 
 
Pembahasan 
Analisis teori interpretasi terhadap aktivitas Golput 
oleh Front Pribumi dalam Pemilihan Kepala Daerah 
kota Mojokerto tahun 2015 
Sesuai dengan teori yang digunakan untuk memecahkan 
permasalahan pada penelitian ini, yaitu teori Interpretasi 
yang dikemukakan oleh Paul Ricoeur. Teori Interpretasi 
dipilih karena mekanisme yang digunakan untuk 
mengatasi permasalahan dengan menggunakan indikator-
indikator aspek, dan apabila aspek-aspek dikaitkan 
dengan permasalahan ini maka ditemukan jawaban secara 
detail. Aspek-aspek yang diterapkan pada teori 
interpretasi ada  empat, yaitu Bahasa sebagai wacana, 
Perkataan dan Tulisan, Metafora dan Simbol, Eksplanasi 
dan Pemahaman. 
 
Bahasa sebagai Wacana 
Pada intinya aspek bahasa sebagai wacana dalam teori 
Interpretasi merupakan aspek yang mengkaji tentang 
segala hal atau kegiatan seperti pemberian informasi 
kepada publik dengan menggunakan bahasa atau ucapan. 
Apabila aspek bahasa sebagai wacana dikaitkan dengan 
penelitian ini maka didapat hasil bahwa aktivitas Golput 
yang dilakukan oleh Front Pribumi distrik Mojokerto 
meliputi melakukan orasi poltik dan memberikan 
selebaran artikel tentang cara memilih yang cerdas dan 
kritis pada Pilkada 2015 kota Mojokerto di ruang publik 
atau pusat kota Mojokerto.  
Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 
memberitahukan kepada masyarakat secara luas bahwa 
Golput merupakan ideologi yang tepat untuk mengatasi 
Pilkada 2015 kota Mojokerto, selain itu orasi dan 
penyebaran selebaran artikel digunakan karena cara 
paling konkrit untuk mempropaganda masyarakat kota 
Mojokerto agar sepaham dengan ideologi mereka. 
Kemudian dari penyebaran informasi secara langsung 
kepada masyarakat diharap menjadi suatu wacana yang 
membuat masyarakat Mojokerto berusaha untuk 
memaknainya lalu menyebarkannya secara pribadi 
kepada lingkup yang lebih luas.  
Strategi bahasa yang digunakan oleh Front 
Pribumi untuk mempropaganda masyarakat juga 
diberikan dengan unik dengan tujuan agar masyarakat 
tertarik untuk memahaminya, seperti “GOLPUT ITU 
TIDAK HARAM” ataupun “PILKADA 
MEMBUNUHMU” . Kata-kata tersebut seringkali 
diselipkan pada setiap penyampaian aspirasi Front 
Pribumi di depan masyarakat, dari kata-kata tersebut 
Aktivitas Golput Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2015 
 
297 
 
memunculkan suatau pemikiran di setiap orang yang 
mendengarkan sehingga membuat mereka untuk 
memecahkan jawaban tentang maksud dari kata tersebut 
sehingga secara tidak langsung masyarakat didoktrin oleh 
Front Pribumi tentang permasalahan Golput dan 
diharapkan oleh Front Pribumi dari strategi tersebut 
memunculkan suatu penafsiran yang sesuai dengan 
pemikiran Front Pribumi sehingga nantinya bisa sepaham 
lalu bisa bergerak bersama dengan Front Pribumi dan 
menimbulkan respon massa yang lebih banyak tentang 
Golput tersebut. 
 
Perkataan dan Tulisan 
Aspek perkataan dan tulisan merupakan aspek pendorong 
dari aspek bahasa sebagai wacana karena pada aspek ini 
digunakan untuk mempertegas transformasi dari 
pengarang kepada pembaca yang berisi segala hal, seperti 
informasi, berita maupun kegiatan. Transformasi tersebut 
mengubah informasi kedalam bentuk tulisan sehingga 
memunculkan daya tarik bagi pembacanya. Apabila 
aspek perkataan dan tulisan dikaitkan dengan penelitian 
ini maka didapat hasil bahwa aktivitas Golput Front 
Pribumi yang bertujuan sebagai penolakan terhadap 
Pilkada Mojokerto tahun 2015 meliputi penempelan 
pesan ataupun informasi dengan menggunakan poster 
atau spanduk, pada poster yang dibuat berisi tentang 
ajakan untuk golput karena Front Pribumi distrik 
Mojokerto menyakini kalau Pilkada tahun 2015 masih 
belum ada calon yang diharapkan yaitu pro kepada 
masyarakat Mojokerto selain itu Front Pribumi juga 
beranggapan kalau pemilihan kepala daerah ini masih 
banyak terjadi kecurangan seperti  money politik, 
kampanye hitam, dll. Poster atau spanduk yang 
digunakan oleh Front Pribumi ada bermacam-macam 
pesan didalamnya. Mulai dari ajakan untuk Golput, 
mengajak untuk menjadi pemilih yang cerdas dan kritis, 
dll.  
Pesan tulisan yang ada pada poster Front Pribumi 
distrik Mojokerto seperti “Ketika Pemilihan Umum 
membawa petaka, Masihkan perlu kotak suara” , 
“Mojokerto butuh pemimpin mental pejuang bukan 
beruang” itu juga menjadi salah satu strategi mereka 
untuk mempropaganda masyarakat luas agar dapat 
berideologi Golput seperti Front Pribumi. Dibuatnya 
tulisan-tulisan seperti itu pada poster atau spanduk 
diartikan sebagai upaya pemahaman terhadap masyarakat 
bahwasanya ketika partai politik masih menjadi wadah 
dari dibentuknya calon pemimpin maka sampai kapanpun 
pemimpin yang dihasilkan tidak akan bisa seperti yang 
diharapkan seperti tidak akan bisa berpihak kepada 
masyarakat atau bahkan sebagai bibit koruptor. 
Pemasangan poster dan spanduk ditempatkan pada 
ruang publik masyarakat Kota Mojokerto seperti Alun-
alun Mojokerto, Taman Benteng Pancasila, dan ruang 
publik lainnya. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat 
yang masih menganggap Mojokerto kondusif dapat 
berpikir dua kali untuk diam dan Front Pribumi 
mengharapkan agar masyarakat Mojokerto juga 
berpatisipasi dalam kegiatan Front Pribumi dengan tujuan 
membuat Kota Mojokerto lebih baik lagi. 
 
Metafora dan Simbol 
Pada dasarnya aspek metafora dan simbol dalam teori 
interpretasi merupakan sesuatu yang biasanya berupa 
tanda yang terlihat dengan tujuan menggantikan gagasan 
atau objek. Hal ini dilakukan untuk membuat daya tarik 
masyarakat dengan apa yang ingin disampaikan oleh 
pengarang. Simbol dapat direpresentasikan dalam 
berbagai bentuk seperti simbol yang mempresentasikan 
ruang seperti gunung, laut, pohon. Kemudian simbol 
yang mempresentasikan waktu seperti malam hari, siang 
hari, senja, dan berbagai macam simbol lainnya. 
Apabila aspek metafora dan simbol dikaitkan 
dengan penelitian ini maka dihasilkan bahwa simbol yang 
digunakan yaitu Golput, karena Golput adalah patokan 
atau acuan utama yang dijadikan oleh Front Pribumi 
distrik Mojokerto sebagai kajian dan permasalahannya, 
seperti yang terlihat pada segala kegiatan yang dilakukan 
oleh Front Pribumi distrik Mojokerto selalu berpedoman 
kepada golput karena menurut mereka selama Indonesia 
khususnya kota Mojokerto masih belum pro kepada 
rakyat. Maka Front Pribumi akan berideologi Golput 
sampai ada calon yang memang sesuai dengan kriteria 
dari apa yang sudah dikaji oleh Front Pribumi distrik 
Mojokerto, seperti memiliki track record yang baik, tidak 
melakukan kejahatan politik, berasal dari pribumi, dan 
sebagainya. 
 Selain itu apabila Golput tersebut digunakan 
sebagai suatu simbol maka dihasilkan simbol seperti 
warna putih yang mana dari warna putih tersebut dapat 
diartikan sebagai tindakan yang bersih dan bersih tersebut 
dapat diinterpretasikan ketika datang ke TPS tidak untuk 
mencoblos jadi membiarkan kertas suara kosong tanpa 
adanya coblosan, selain itu Golput juga dapat dilakukan 
dengan mencoblos semua calon yang sudah ditetapkan. 
Selain itu bersih sendiri dapat diinterpretasikan sebagai 
cap tangan tidak terkena tinta, yang seperti kita ketahui 
bahwasanya ketika selesai mencoblos pasti jari selalu 
dicelupkan kepada tinta jadi ketika tangan bersih dari 
tinta menandakan orang tersebut tidak memilih atau 
dikatakan Golput. 
 Bukan hanya Golput saja yang dijadikan simbol 
dalam penelitian ini tetapi sesuai dengan rumusan 
masalah yang diangkat yaitu tentang penentangan 
terhadap Pilkada, sehingga simbol dari pertentangkan 
tersebut bisa disimbolkan dengan kepalan tangan kiri ke 
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atas, karena dianggap kiri adalah simbol dari kelompok 
matrealis meliputi kaum sosialis tetapi kanan adalah 
kaum idealis yang meliputi kapitalis ataupun liberal, 
sehingga sebagai wujud menjunjung tinggi perlawanan 
terhadap kebijakan yang menindas rakyat maka tangan 
kiri adalah simbol suatu perlawan dan diangkat keatas 
dengan tujuan memberitahukan bahwa dari kaum kiri 
atau sosialis yang sedang melawan. 
 
Eksplanasi dan Pemahaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Aspek Eksplanasi dan Pemahaman merupakan aspek 
pelengkap dari ketiga aspek sebelumnya, pada aspek ini 
diterapkan dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari 
kegiatan atau informasi dari apa yang sudah pengarang 
buat untuk dimaknai dan dipahami oleh pembaca. Untuk 
memberikan pemahaman terhadap pembaca atau orang 
lain maka sebelumnya diliat terlebih dahulu 
eksplanasinya berupa apakah kegiatan atau informasi 
tersebut sudah tercapai kepada targetnya, kalau memang 
telah tercapai lalu dianalisis apakah informasi dan 
kegiatan tersebut dapat dimaknai dan dipahami sesuai 
dari apa yang sudah pengarang maksudkan. 
Apabila aspek Eksplanasi dan Pemahaman 
dikaitkan dengan penelitian ini maka dihasilkan dari apa 
yang sudah Front Pribumi distrik Mojokerto 
eksplanasikan dapat diperoleh hasil bahwa kegiatan atau 
informasi sudah diterima oleh masyarakat luas seiring 
dengan propaganda-propaganda Front Pribumi distrik 
Mojokerto diruang publik sehingga banyak orang yang 
merasa penasaran tentang maksud dan tujuan Front 
Pribumi tersebut, kemudian untuk pemahaman dapat 
diliat bahwa dari setiap kegiatan yang dibuat oleh Front 
Pribumi distrik Mojokerto di ruang publik seringkali ada 
orang yang ingin bergabung di organisasi pemuda Front 
Pribumi tersebut, berarti dapat disimpulkan bahwa 
pemahaman informasi dari pengarang kepada pembaca 
sudah diterima dengan melihat realita dilapangan.        
Jadi, permasalahan di penelitian ini yaitu 
mengenai Aktivitas Golput dalam Pemilihan Kepala 
Daerah Kota Mojokerto tahun 2015 terletak kepada calon 
pemimpin yang diusung untuk menjadi seorang 
pemimpin suatu daerah khususnya di Kota Mojokerto. 
Pada dasarnya seorang pemimpin tidak dapat dikatakan 
baik atau buruk, melainkan seorang pemimpin hanya 
memainkan peran tertentu dan kurang baik dalam situasi 
lainnya sesuai dengan penerapan gaya kepemimpinannya. 
Efektifiras kepemimpinan bergantung pada prestasi 
bawahan, yang mana efektifitas pemimpin bergantung 
pada interaksi yang terjadi antara pemimpin dan para 
bawahan dan sampai sejauh mana interaksi tersebut 
memengaruhi perilaku pimpinan yang bersangkutan. 
Salah satu kunci keberhasilan seorang pemimpin terletak 
pada gaya dasar kepemimpinannya (Siagian, 2003:132). 
Ketika permasalahan dalam pemilihan pemimpin 
kepala daerah tidak mencapai kepuasan di masyarakat 
maka yang terjadi masyarakat enggan untuk melakukan 
pemilihan kepimpinan. Dan hal ini terjadi ketika 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang terjadi di Kota 
Mojokerto, dimana ada sebagian masyarakat mojokerto 
yang tidak puas terhadap calon yang diusung untuk 
menjadi pemimpin Kota Mojokerto sehingga yang terjadi 
mereka melakukan pilihan kosong ketika Pilkada 
berlangsung atau biasa disebut dengan Golput. Golput 
tersebut dilakukan oleh sebagian masyarakat yang tidak 
puas dengan Pilkada dan menamakan kelompoknya 
dengan Front Pribumi. Front Pribumi melakukan 
tindakan Golput dengan berdasar kepada kekecewaan 
mereka terhadap track record yang dimiliki calon 
pemimpinnya. Selain itu Front Pribumi juga merasa tidak 
percaya lagi terhadap pemimpin-pemimpin yang akan 
berkuasa dengan berkaca kepada pemimpin-pemimpin 
sebelumnya yang ketika berkampanye menjanjikan janji-
janji manis untuk perkembangan Kota Mojokerto tetapi 
realitanya ketika sudah menjabat hanya menjadi kacang 
lupa kulitnya. Dalam arti tidak merealisasikan apa yang 
sudah dijanjikannya. Hal sederhana yang disoroti oleh 
Front Pribumi terhadap kegagalan pemimpin sebelum-
sebelumnya yaitu seperti masih kurang layaknya 
prasarana umum untuk masyarakat, masih banyaknya 
pengangguran, serta masih banyaknya kejadian-kejadian 
melanggar hukum yang dilakukan Pemerintah Kota 
Mojokerto. 
Sehingga hal tersebut yang memancing Front 
Pribumi untuk melakukan tindakan memilih untuk tidak 
memilih ketika Pilkada berlangsung. Selain itu Front 
Pribumi juga melakukan banyak cara untuk 
mempropaganda masyarakat Mojokerto secara luas agar 
mampu sepaham dengan mereka, dalam arti mampu 
berpikir kritis dan menganalisa keadaan politik yang 
terjadi di Kota Mojokerto. Propaganda yang mereka 
lakukan juga bermacam-macam dengan waktu dan 
tempat yang beragam pula. Meliputi ketika Pilkada akan 
segera berlangsung, ketika Pilkada berlangsung, bahkan 
ketika Pilkada sudah berlangsung. Hal tersebut dilakukan 
dengan serius oleh Front Pribumi supaya Mojokerto lebih 
menjadi Kota yang Produktif dan berkembang lagi 
daripada saat ini. Dari hasil wawancara peneliti dengan 
Front Pribumi Mojokerto diperoleh hasil bahwa sebelum 
Pilkada berlangsung Front Pribumi melakukan aktivitas 
golput sebagai dalih propaganda terhadap masyarakat 
Mojokerto dengan mengadakan konser musik yang 
ditujukan untuk pemuda-pemudi Kota Mojokerto, 
kemudian melakukan aksi massa dengan turun ke jalan 
untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hal tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 
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mayarakat secara luas tentang realita politik yang ada di 
Kota Mojokerto saat ini.   
Kemudian dalam menyikapi Pilkada, Front 
Pribumi melakukan aksi serentak untuk menghimbau 
kepada seluruh anggota Front Pribumi maupun lapisan 
masyarakat secara umum untuk tetap datang ke TPS 
dengan melakukan kewajibannya sebagai seorang 
pemilih, tetapi aktivitas golput yang dilakukan Front 
Pribumi di TPS yaitu untuk melakukan penerapan 
ideologi yang mereka pegang yaitu Golput dengan bentuk 
mencoblos bagian kertas putih, diluar gambar calon, 
maupun mencoblos semua calon. Hal tersebut dilakukan 
oleh Front Pribumi sebagai wujud kegundahan yang 
dirasakan oleh Front Pribumi terhadap para pemimpin 
yang berkuasa. Dan Golput yang mereka lakukan 
dianggap sebagai Golput yang tidak apatis karena dengan 
melakukan hal tersebut maka mencegah adanya jual beli 
kertas suara yang tidak dipakai pemilih oleh oknum 
politik dibalik layar. 
Menurut wawancara peneliti dengan informan 
Front Pribumi bukan hanya sampai Pilkada berlangsung 
saja yang Front Pribumi lakukan tetapi Front Pribumi 
juga melakukan propaganda-propaganda ataupun 
aktivitas golputnya setelah Pilkada berlangsung. 
Berhubung moment setelah Pilkada bersambung dengan 
bulan ramadhan maka itu dijadikan kesempatan oleh 
Front Pribumi untuk melakukan aktivitas Golputnya, 
yaitu dengan mengajak organisasi-organisasi yang 
bernaung dikota Mojokerto maupun seluruh masyarakat 
secara umum untuk ikut dalam kegiatan mereka yaitu 
buka bersama dan berbagi takjil. Hal tersebut dilakukan 
untuk menambah daya tarik masyarakat terhadap 
organisasi pemuda Front Pribumi. Tetapi tujuan awal 
Front Pribumi juga tidak diabaikan yaitu melakukan 
propaganda Golputnya dengan tetap memberikan poster, 
spanduk maupun selebaran yang berisi tentang realita 
politik di Indonesia khusunya di Mojokerto saat ini, 
selain itu Front Pribumi juga menghimbau untuk seluruh 
masyarakat agar mampu berpikir kritis dalam menyikapi 
moment seperti ini. Karena menurut Front Pribumi model 
pemilihan kepemimpinan seperti ini akan dilakukan 
pemerintah Indonesia dengan dalih pemilihan yang 
demokrasi. Tetapi ketika melihat kenyataannya dengan 
Pilkada seperti ini memuncul banyak tindakan 
kecurangan seperti money politic  ataupun kampanye 
hitam, yang dari hal tersebut akan memicu tindakan 
korupsi ketika sudah menjabat pemimpin nantinya karena 
dengan pemikiran sebagai pembalikan modal ketika 
kampanye. 
Selain itu faktor utama yang menjadi 
permasalahan oleh Front Pribumi yaitu masih adanya 
calon yang berasal dari non etnis pribumi atau berasal 
dari etnis cina. Padahal ketika melihat di masyarakat 
bahwasanya etnis cina sudah hampir menguasai faktor 
industri maupun pemerintahan. Dan hal tersebut yang 
dikemudian hari akan memunculkan suatu keminoritasan 
terhadap etnis pribumi karena mereka akan 
memprioritaskan etnis yang se-Ras dengan mereka. Jadi, 
dari hasil yang diperoleh dari wawancara dan 
pengamatan secara langsung dengan organisasi pemuda 
Front Pribumi distrik Mojokerto diperoleh pernyataan 
bahwa mereka melakukan aktivitas Golput dengan tidak 
meninggalkan sikap membangun Kota Mojokerto agar 
lebih baik dan yang mereka lakukan yaitu sebagai bahan 
pertimbangan oleh Pemkot Mojokerto untuk membangun 
alat politik alternatif dalam Pilkada yang nantinya akan 
memunculkan pemimpin daerah yang demokratis dan pro 
kepada masyarakat. 
Selain aktivitas maupun faktor yang dijelaskan 
oleh Front Pribumi tetapi Front Pribumi Mojokerto juga 
menjelaskan apabila tindakan Golput yang dilakukannya 
selama ini adalah tindakan yang bijak. Karena Golput 
merupakan wujud perlawanan secara demokratis terhadap 
suatu kebijakan pemerintah yang dianggap belum efektif. 
Tindakan menghasut orang lain untuk Golput memang 
dilarang pemerintah sesuai yang tercantum pada UU 8 
tahun 2012 pasal 292 dan 301, tetapi Front Pribumi juga 
menyangkal bahwa tindakannya melanggar hukum. 
Karena Front Pribumi beranggapan bahwa Warga Negara 
Indonesia sudah mempunyai pegangan Pasal 28 UUD RI 
1945 dan pasal 23 UU HAM tentang Hak Kebebasan 
Berekspresi bagi setiap masyarakat. Sehingga akan 
terkesan anti demokrasi apabila pemerintah melakukan 
kriminalisasi terhadap Golput. Front Pribumi Mojokerto 
juga beranggapan bahwa tindakan propaganda Golput 
yang dilakukannya dikalangan masyarakat luas adalah 
wujud pemahaman kepada masyarakat agar dapat 
berpikir kritis dalam menyikapi Pilkada Mojokerto tahun 
2015. Karena Front Pribumi ketika melihat realita 
lapangan selama ini menganggap bahwa masyarakat 
ketika menyikapi adanya Pemilihan pemerintahan 
terkesan semaunya sendiri jadi tanpa mengkaji terlebih 
dahulu tentang yang akan dilakukannya. 
PENUTUP 
Simpulan 
Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian pada 
Aktivitas Golput dalam pemilihan kepala daerah kota 
Mojokerto tahun 2015 (Studi interpretasi pada Aktivis 
Golput “Front Pribumi” kota Mojokerto) maka dapat 
disimpulkan bahwa Front Pribumi Mojokerto ini 
melakukan beragam acara dalam menghadapi Pilkada 
kota Mojokerto 2015, acara yang dilakukan bukan saja 
digagas ketika Pilkada terjadi tetapi mereka 
melaksanakannya sebelum Pilkada, ketika Pilkada dan 
selesai Pilkada berlangsung.  
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Sesuai dengan rumusan masalah di penelitian ini 
yaitu bagaimanakah aktivitas golput oleh Front Pribumi 
dalam pemilihan kepala daerah Kota Mojokerto tahun 
2015. Maka bentuk aktivitas yang dilakukannya sebelum 
Pilkada adalah dengan membuat kegiatan berupa acara 
konser musik metal, yang mana itu dilakukan sebagai 
upaya propaganda kepada remaja mojokerto agar dapat 
berfikir secara kritis dalam menyikapi Pemilihan Kepala 
Daerah Kota Mojokerto tahun 2015. 
Front Pribumi distrik Mojokerto juga melakukan 
aktivitas Golput ketika Pilkada kota Mojokerto tahun 
2015 berlangsung berupa aksi serentak yang dilakukan 
oleh Front Pribumi distrik Mojokerto dengan datang ke 
TPS sebagai dalih pemenuhan kewajiban sebagai Warga 
Negara Indonesia tetapi tidak untuk memilih secara benar 
agar tercipta hasil golput. Aktivitas Golput yang 
dilakukan Front Pribumi  juga sebagai solusi supaya tidak 
terjadi jual beli surat suara oleh oknum yang 
menguntungnya sehingga mereka beranggapan kalau 
golput yang mereka lakukan adalah bukan Golput yang 
apatis terhadap politik yang ada. 
Kegiatan yang mereka selenggarakan setelah 
Pilkada berlangsung meliputi mengajak komunitas 
mojokerto untuk buka bersama dan berbagi takjil, 
menyumbang panti asuhan yang ada di Mojokerto, 
mengadakan acara musik budaya, dll. Yang mana semua 
acara atau kegiatan tersebut tidak terlepas dari tujuan 
mereka sehingga poster-poster maupun pembagian 
selebaran berupa perlawan terhadap pemerintahan yang 
tidak pro kepada masyarakat tetap mereka tunjukkan. 
Sesuai dengan rumusan masalah kedua pada 
penelitian ini yaitu Faktor apa yang memengaruhi Front 
Pribumi di Kota Mojokerto dalam menentang pemilihan 
kepala daerah Mojokerto tahun 2015. Maka diperoleh 
faktor yang memengaruhi Front pribumi menentang 
pemilihan daerah adanya pemimpin yang dicalonkan 
memiliki track record yang kurang baik dalam dunia 
politik, pemerintahan yang berasal dari non-pribumi atau 
berasal dari etnis cina khususnya, berkampanye 
seringkali calon pejabat selalu melakukan kejahatan-
kejahatan politik sebagai contoh kecil yaitu masih 
berkembang biaknya money politic di dunia pemilihan 
umum dan Pilkada kota Mojokerto tahun 2015 dan hal 
tersebut yang membuat Front Pribumi berfikir dua kali 
untuk melakukan kewajibannya dengan mencoblos 
dengan baik. 
 
Saran 
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan 
Pemilu dan partai Politik juga sangat minim saat ini, 
sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh semua Wakil-
Wakil Rakyat maupun Partai-Partai Politik. Hendaknya 
semua calon-calon yang sudah terpilih yang sudah 
memperoleh kedudukan harus menunjukkan perilaku 
yang baik dan melakukan pendekatan yang baik kepada 
masyarakat serta menepati janji-janjinya kepada 
masyarakat pada saat berkampanye. Jangan memberikan 
janji-janji hanya pada saat masa kampanye saja. Akan 
tetapi semua Wakil-Wakil Rakyat beserta Partai Politik 
yang mengusungnya harus benar-benar menjalankan 
semua program-program kerjanya dengan baik yang 
mereka berikan pada saat kampanye mereka berlangsung. 
Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap 
pelaksanaan Pemilu akan meningkat dan juga 
meningkatkan partisipasi masyarakat untuk aktif dan ikut 
dalam pemilihan .  
Selain itu saran untuk Front Pribumi distrik 
Mojokerto yaitu supaya dapat menjadi pemilih yang 
lebihn cerdas dan kritis pada kemudian hari, karena 
sesuai dengan sistem pemerintahan negara Indonesia 
yang menjunjung tinggi demokratisasi bagi masyarakat 
sehingga menjadikan pemerintah dan masyarakat bisa 
lebih bekerjasama. Maka dari itu supaya Front Pribumi 
perlahan untuk mengubah ideologi Golput yang 
dijunjung dengan menjadi seorang pemilih yang kritis 
ketika Pemilihan Umum, dengan memilih calon yang 
paling terbaik. Tetapi ketika dirasa semua calonnya kotor 
maka dapat dianalisis untuk memilih calon pemimpin 
yang tingkat kotornya dalam dunia politik yang paling 
sedikit daripada calon pemimpin lainnya. 
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